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PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAEARAH
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

: a. bahwa berdasarkan Ayat (1) pasal 4 Peraturan Pemermtah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemermtah

Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa pembagian urusan
Pemerintah berdasarkan kriteria ekstemalitas, akuntabilitas dan

efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara
tingkatan dari/atau susunan pemerintahan, maka perlu
melakukan penataan dan penyesuaian kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan peningkatan penyelenggaraan koordinasi,
singkronisasi, simplikasi dan hubungan komunikasi
kelembagaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan perubahan,
penataan dan penyesuaian Kelembagaan Organisasi Secretariat
Daerab Kota dan Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Jjibolga ;

c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
ditegaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah, maka perlu malakukan penyesuaian
dengan merubah Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat

Menimbang

%
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Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sibolga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b, dan c diatas dipandang perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah

Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sibolga ;
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* ;
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pclcok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoner s 7?Jhv.n 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rep^b1:'.: Ir.dp!iesia

Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembpan Negara!Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negar^ Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

untuk Jcedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbargan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Leribaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; '

Mengingat :



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukaa
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegialan kistansi Veriikai di Daerah ((Luubarau Lcinbuiuu
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lernbamn Nup.arp. P.epubiik Indonr*.s:a Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4095) ;

12. Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang

Penyelengaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4106) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Reppblik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 teiLtang Wewenang

Pengangkatan, femindahaij, dan Pemberhentian Pegavvai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

;
15, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Ttigas Pembantuan (Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
i dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 20C? TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SIBOLGA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor
10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10)
diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (4) Bagian Pertama Pasal 5
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama

Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Daerah Kota, terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokcler.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan;

2. Bagian Pengendalian Pembangunan;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari ;

1, Bagian Umum dan Perlengkapan ;

2, Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
3, Bagian Keuangan dan Kepcgawaian.

!
(2) Masjng-masing Bagian pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a.Bagian Pemerintahan , tendiri dari :
1, Sub Bagian Pemerintahan Umum ;

2, Sub Bagian Pertanahan, Keijasama dan Perbatasan;
3, Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan.
b.Bagian Hukum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Peraturan dan Perundang-Undangan ;
2. Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum ; ,

3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari :

1. Sub Bagian Protokoler ;

2. Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan ;

3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

(4) Masing-masing Bagian pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;

2. Sub Bagian Perlengkapan, Perawatan dan Pemeliharaan;

3. Sub Bagian Pengadaan.
b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kelembagaan;

2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;

3. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.
c. Bagian Keuangan dan Kepegawaian, terdiri dari :

1. Sub Bagian Anggaran Secretariat;

2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat;

3. Sub Bagian Kepegawaian.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Sibolga.

Ditetankan di
pada tanggal 1‘- CSL - 2012

: i s WALIKOTA S

T

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

2012

MOCHAMAD SUGENG
T -EMRAR AN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR
TANQGAL :

sc?*

8TRUKTUR ORGANI8A8I
8EKRETARIAT DAERAH KOTA 8IBOLGA

WALIKOTA • 1 2.0TJ.
0.0 ( 3,WAKIL WAUKOTA

. STAFAHU
BID. PEMERINTAHAN, HUKUM,
POLITK, KEMASVARAKATAN

DANSDM

STAFAHU
BID. PEMBANOUNAN, _

EKONOMI DAN KEUANGAN
SEKRETARIS

DAERAH KOTA

ASISTEN
ADMINISTRASI

UMUM

ASISTEN
ADMINISTRASI

PEKEKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

ASISTEN
PEMERINTAHAN...r . .1

BAGIAN
ORGANISASIDAN
TATA LAKSANA

BAGIAN
PEREKONOMIAN

DANKETAHANAN
PANGAN

BAGIAN
UMUM DAN

PERLENGKAPAN

BAGIAN
HUMASYDAN
PROTOKOLER

BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN

BAGIAN
KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN

BAGIAN
PEMERINTAHAN

BAGIAN
KESRA

BAGIAN
HUKUM

SUBBAG
SARANA

PEREKONOMIAV,
PRODUKSI DAERAH DAN

PENGEMBANOAN3)A

SUBBAG
PEMBINAAN

UMATBERAGAMA
DAN URUSAN HAJI

SUBBAG
PERATURAN DAN

PERUNDANG-
UNDANGAN ' 1

SUBBAG
ANGGARAN

SEKRETARIAT
SUBBAG

PEMERINTAHAN
UMUM

SUBBAG
KELEMBAGAAN

SUBBAG
UMUM DAN

RUMAH TANGGA

SUBBAG
PROTOKOLER SUBBAG

PENGENDALIAN
> . \V ..:

SUBBAG
PEMBINAAN

KESEIAHTERAAN
RAKYAT

SUBBAG
PERBENDAHARAN
DAN VERIFIKASI

SEKRETARIAT

SUBBAG
PENGEMBANGAN

KOPERASIDAN
BUMD

SUBBAG
PENYUIUHAN DAN

DOK'JMENTASI
1T.IKUM

SUBBAG
PERTANAHAN,

KERJASAMADAN
PERBATASAN

SUBBAG
PELAPGRAN DAN

EVALUASI

SUBBAG
PERLENGKAPAN,
PERAWATANDAN
PEMEUHARAAN

SUBBAG
KETATALAKSANAAN

SUBBAG
DOKUMENTASI DAN

PEMBERITAAN

SUBBAG
ANALISA DAN

FORMASI
JABATAN

SUBBAG
PEMBINAAN

PEMERINTAHAN
KECAMATANDAN

SUBBAG
KETAHANAN

PANGAN

. SUBBAG
BANTUAN UUKUM

DAN HAM

SUBBAG '
SAND1 DAN

TELEKOMUNIKASI

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
PENDIDIKANDAN

KESEHATAN

SUBBAG
PROGRAM

SUBBAG
PENGADAAN

WALIKOTA5MOLGA,SKKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

M. SYARFIHUTAURUKMOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAEARAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012


